
 
 

WALI KOTA MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG 
NOMOR 59 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA KOTA MAGELANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
   

WALI KOTA MAGELANG, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur, perlu melaksanaan reformasi birokrasi dalam 
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan 
pelayanan publik; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan 

kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang 
penanganan, pelayanan, dan perlindungan perempuan 

dan anak korban kekerasan perlu dibentuk unit 
pelaksana teknis;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan 
Peraturan Wali Kota; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan 
Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 
Magelang;  

 
Mengingat          :        

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

SALINAN 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6867); 

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang 

Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Magelang Nomor 121 ); 

5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 75 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 
Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 

Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Wali Kota Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kota Magelang (Berita Daerah 

Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 48); 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Magelang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang. 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN 

PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA 
MAGELANG. 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah. 
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 
Kota Magelang. 

6. Kepala   Dinas   adalah   Kepala   Dinas   Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 

pada dinas atau badan daerah. 
8. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 

yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana 
teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam 
memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang 

mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, 
dan masalah lainnya 

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT PPA pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Magelang. 
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai 

Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. 
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

13. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara 
yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi 

pemerintah. 
14. Kelas B adalah klasifikasi UPT yang lingkup tugas dan 

fungsinya meliputi 1 (satu) fungsi pada dinas/badan atau 

wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan dan jumlah 
beban kerjanya antara 5000 (limaribu) sampai dengan 

kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per 
tahun. 

15. Bagan Susunan Organisasi adalah bagan yang 

memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi 
pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan 
tanggung jawabnya. 

 
 

 
 
 



BAB II 
PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana 
Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
UPT Kelas B. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN 
 

Pasal 3 

(1) UPT PPA merupakan unsur pelaksana teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang 
penunjang penanganan, pelayanan, pendampingan, 

penjangkauan dan perlindungan perempuan dan anak. 
(2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala UPT. 
 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 4 

(1) Susunan Organisasi UPT PPA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: 

a. Kepala UPT; 
b. Jabatan Pelaksana; dan 
c. kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
aberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimksud pada ayat (1) 
huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala UPT. 
(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala UPT. 
(5) Bagan Susunan Organisasi UPT PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

 
BAB V 

TUGAS DAN FUNGSI 
 

Pasal 5 

(1) UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas 
 

dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 
 
 

memimpin,   mengoordinasikan   dan  mengendalikan  UPT



(2) UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan 

 
 

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 
 

e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai 

 
f.  

(3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 
 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

 

Pasal 6 

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT 
PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi 

sesuai dengan bidang urusan yang ditangani 
UPT PPA. 

 

Pasal 7 

(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb atau 
jabatan pengawas. 

(2) Selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1), pada UPT PPA terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan 
Fungsional. 

(3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana serta Jabatan 
Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan 
analisis beban kerja sesuai dengan kebutuhan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan 

sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB VII 

TATA KERJA 

 

Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT PPA: 

a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan 
internal maupun eksternal; 

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, 
memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan; 
c. melaksanakan sistem pengendalian internal; 
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-

masing; dan 
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

penyelenggaraan layanan di UPT PPA;

dalam lingkungan UPT PPA; dan
melaksanakan administrasi UPT PPA.

b.   menyusun program kerja UPT PPA;

d.   mengevaluasi hasil kerja UPT PPA;



(2) Pimpinan UPT PPA dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya dapat berkoordinasi dengan: 
a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas 

layanan kesehatan lainnya; 
b. balai pemasyarakatan; 

c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah; 
d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; 
e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; 

f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga 
kerja indonesia (BP3TKI); 

g. kantor wilayah Kementerian Agama; 

h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia; 

i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; 
j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan 
k. institusi lainnya. 

(3) Kepala  PPA menyampaikan hasil pelaksanaan 
tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak di wilayahnya. 

 

BAB VIII 

STANDAR PELAYANAN 

 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan 

kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, 
UPT PPA harus berpedoman pada standar layanan yang 
telah ditetapkan. 

(2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB IX 

 

PENDANAAN 

Pasal 10 

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPT PPA 

dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Magelang berlaku mulai 1 Januari 2024. 

 

 

 
 
 

 UPT



Pasal 12 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Magelang. 

 

 

Ditetapkan di Magelang 

pada tanggal 28 Desember 2023 

 

WALI KOTA MAGELANG, 
 

ttd. 
 

 

MUCHAMAD NUR AZIZ 

 

Dindangkan di Magelang 

pada tanggal 28 Desember 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KOTA MAGELANG, 
 

ttd. 
 

HAMZAH KHOLIFI 

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 59 

 
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG 

NOMOR   59      TAHUN 2023 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
PADA DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG. 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

UPT PPA TIPE B  
 
 

 

KEPALA UPT 
 
 
 
 

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL  

 
 
 
 
 
 
 

 

PELAKSANA 
 

 

WALI KOTA MAGELANG, 
 
 ttd. 
 

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG 

NOMOR    59    TAHUN 2023 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA 

DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT, 

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA KOTA MAGELANG. 

 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

UPT PPA 

 

1. NAMA JABATAN :  KEPALA UPT   

2. TUGAS :    

 Kepala UPT bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan 

 

 dan   anak   yang   mengalami   masalah   kekerasan,   diskriminasi, 

 perlindungan khusus, dan masalah lainnya.   

3. URAIAN TUGAS :    

 
b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan 

 
d. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;  

  
f. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam 

 
 

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 
 

 

WALI KOTA MAGELANG, 
 
 

ttd. 
 

MUCHAMAD NUR AZIZ 

lingkungan UPT PPA; dan

a.  menyusun program kerja UPT PPA;

c.  penyelenggaraan layanan di UPT PPA;

e.  mengevaluasi hasil kerja UPT PPA;

g.  melaksanakan administrasi UPT PPA

UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan




